PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN
NOMOR:PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ™ -
~ LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

‘BAGIAN ANGGARAN 018.10

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KALIMANTAN SELATAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

"UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JUNI 2012
( SEMESTER 1)
TAHUN ANGGARAN 2012

JI. Ahmad Yani Km. 85,5 Binuang Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0517) 36007, 36070




Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2012 dan untuk membantu Satuan
Kerja dalam penyajian laporan keuangan serta mempermudah dalam membaca
laporan keuangan, kami menggunakan sistematika penyajian laporan keuangan
sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja

1.

Sampul Luar : . _
Merupakan sampul Iuar dari laporan keuangan, memuat informasi
mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

Sampul Dalam
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi
mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

Kata Pengantar o
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oieh
pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai
laporan keuangan yang disampaikan.

Daftar Isi
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam
laporan keuangan.




10.

11.

12.

13.

14.

Pernyataan Tanggung Jawab .
Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Penggu_na Anggargn_terhadap
penggunaan anggaran pada lingkup satu_an kerjg yang dlplmplnny_a.
Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja
setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung
jawab memuat pernyataan sebagai berikut : N
e pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan
keuangan yang disampaikan; .
e pemyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
SAP dan; .
e pemyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai.

Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang
dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran,
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan
belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk
periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif
dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu
dengan tahun anggaran berjalan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal
tertentu. ‘
Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAl, untuk periode
tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan

membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan
tahun anggaran berjalan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

‘Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja

berdasarkan cetakan dari aplikasi SAl, laporan yang harus disampaikan
dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca. '

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu
Laporan Keuangan Satuan Kerja.




15. Lampiran Laporan Keuangan
a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

iif) Neraca Percobaan
(daftar laporan lihat lampiran |il)

b. Laporan barang pengguna
i) Laporan Barang Pengguna Tahunan
ii) Laporan Kondisi Barang Tahunan
iii) Rincian Saldo Awal
(daftar laporan lihat lampiran 1ll)

¢. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CalLK

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan
a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dil.




Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Rl Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Satuan Kerja yang dipimpinnya. .

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (018.10.239640) adalah entitas akuntansi dari
Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (018.10.239640)
mengadu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangah ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai
berikut; ' _

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan
belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012
adalah sebesar persen dari yang ditetapkan dalam
DIPA TA 2012. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp.

persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2012;

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
kementerian negara/lembaga Tahun 2012. Dari Neraca tersebut diinformasikan
bahwa nilai Asét adalah sebésar Rp - dan Kewajiban sébeésar Rp. 0,-
sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

3. Catatan atas Laporan Kedangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam
laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan

fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau
uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.




Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2012 ini masih belum sempurna, oleh
sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna
laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan [aporan
keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik
(good gowvernance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan

akuntabilitas publik.
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LAMPIRAN IVa
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KALIMANTAN SELATAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang terdiri dari: Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012
sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

‘ ag Suwardi, MP.
D42)1992031001

Pemyataan Tanggung Jawab — Halaman IVa.x




. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007,
menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dar]
menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (018.10.239640) Tahun 2012 ini
telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar | Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Juni 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Pajak
sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,0 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.
26.253.400,- atau mencapai  %persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar
(Rp. 0,-) atau mencapai (0,0%) persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 berdasarkan sumber dananya adalah sebesar Rp.
22.427.143.000,- . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah
Murni sebesar Rp. 10.824.335.977,- atau 48,26 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai
berikut:

( dalam rupiah)

Uraian Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2011
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah
Belanja Rupiah Mumni 22.427.143.000 | 10.824.335.977 | 13.107.923.000 5.342.230.094
Belanja Pinjaman Luar Negeri ‘
Belanja Hibah
Jumlah : 22.427.143.000 | 10.824.335.977 | 13.107.923.000 5.342.230.094

Bila. dik_lasiﬁkas_ikan berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja tersebut terdiri dari
realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.965.577.710,- atau 50,53 persen dari
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anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp 7.678.830.317,- atau 45,10 persen dari

anggarannya, dan Belanja Modal sebesar

anggarannya.

Rp. 1.179.927.950,- atau 78,02 persen dari

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan TA 2011 berdasarkan jenis belanja

dapat disajikan sebagai berikut:

u i Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2011
ratan Anggaran %Realisasi Anggaran %Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah
Belanja Pegawai - 3.889.942.000 1.965.577.710 | 3.307.303.000 | 1.510.414.477
Belanja Barang 17.024.925.000 7.678.830.317 | 9.626.673.000 | 3.658.274.117
Belanja Barang 1.512.276.000 1.179.927.950 173.947.000 173.540.500
Jumiah : 22.427.143.000 | 10.824.335.977 | 13.107.923.000 | 5.342.229.094

Dalam DIPA TA 2012 satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (018.10 239640) tidak ada
Penerimaan Hibah yang sudah dianggarkan maupun yang belum dianggarkan.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 25.093.073.331,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.
246.250,- Aset Tetap sebesar Rp. 24.334.881.921,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.
156.411.120,-.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 1.390.769.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka
Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 25.093.073.331,- yang terdiri dari

Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 246.250,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.

25.092.827.081,- .

Ringkasan Neraca per 31 Juni 2012 dan 31 Juni 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

( dalam rupiah)

. Jumlah Nilai kenaikan/
N Perk
ama Ferkiraan 31 Juni 2012 31 Junl 2011 Penurunan
Aset
Aset Lancar 1.391.015.250 120.000.000 1.271.015.250
Aset Tetap 24.936.415.961 10.754.248.763 14.182.167.198
Aset Lainnya 156.411.120 156.411.120 -
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 1.390.769.000 120.000.000
Ekuitas Dana Lancar 246.250 221.250 25.000
Ekuitas Dana Investasi 25.092.827.081 10.754.248.763 14.338.578.318
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3. CATATA“ ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan
Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CalK
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan
basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara
(KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan
dari KUN.

Dalam CalK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan
serta informasi tambahan yang diperiukan.




IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar
Hukum

‘A. PENJELASAN UMUM

AA1.

DASAR HUKUM

UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dar) Belanja
Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30
ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-
undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30
ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
negara dan badan lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk

disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun

Standar;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/P812008‘

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.




" A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
BINUANG

Rencan_a RENCANA STRATEGIS
Strategis

a. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Kalimantan Selatan berkewajiban
memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan, pelatihan dan
pengembangan Sumberdaya Manuasia Pertanian Baik Aparatur maun Non
Aparatur .

Pendapat PENDAPATAN BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

an
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA .2012 adalah sebesar (Rp...)
atau (...) persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini
terdiri dari:
a. Penerimaan Perpajakan sebesar (Rp..) atau (..) persen dari yang
dianggarkan,
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar
persen dari yang dianggarkan, dan
c. Penerimaan Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan.
Belanja BELANJA

Realisasi Belanja Negara Satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 31 Juni
2012 sebesar Rp.10.824.335.977,- atau 48,26 persen dari yang dianggarkan.
Rincian berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut:
a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 10.824.335.977,- atau 48,26 persen dari
yang dianggarkan,

b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang
dianggarkan,

c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar (Rp..) atau (...) persen dari yang
dianggarkan,

d. Belanja Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan,

e. Belanja PNBP sebesar Rp. 26.253.400,- atau 48,26 persen dari yang
dianggarkan.




Ringkasan Laporan Re:
disajikan sebagai berikut:

TA 2012

Realisasi Belanja 31 Juni 2012 dan 31 Juni 2011 dapat

(dalam rupiah)
TA 2011

Anggaran Realisasi

Anggaran

Realisasi

22.427.143.000,-

Belanja

RP

Belanja

PLN

Belanja

PLN

Belanja

PLN

Belanja

Hibah

JUMLAH

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Juni 2012

dapat disajikan sebagai berikut:

10.824.335.977 -

13.107.923.000,-

5.342.230.094

berdasarkan jenis Output

NO. OUTPUT PAGU REALISAS) % KEU

001 | Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 5.902.855.000,00 3.363.714.350,00 56,98

002 Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 2.994.575.000,00 2.433.974.707,00 81,28
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Yg Difasilitasi dan

003 dikembangkan 347.302.000,00 41.327.030,00 11,90
Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang difasiiitasi dan

004 | Dikembangkan 464.650.000,00 134.771.800,00 29,01
Norma, Standar Pedoman dan Kebijakan yang dihasilkan

006 dan dikembangkan 1.799.660.000,00 849.125.400,00 47,18

008 | Kelembagaan Petani Yang difasilitasi dan Terklasifikasi 67.526.000,00 - 0,00

016 | Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian 1.688.201.000,00 - 0,00
Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan

017 Kewirausahaan Pertanian 2.666.925.000,00 277.594.900,00 10,41

994 Ltayanan Perkantoran 4.973.691.000,00 2.540.245.996,00 51,07

96 Perangkat Pengolah data dan komunikast 278.500.000,00 274.558.000,00 98,58

997 | Peralatan dan fasilitasi perkantoran 644.693.000,00 449.012.100,00 69,65

998 | Gedung/bangunan 598.565.000,00 463.745.850,00 77,48

TOTAL 22.427.143.000,00 | 10.828.070.133,00 48,28

Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai

berikut:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.965.577.710,~ atau 50,26 persen dari yang




dianggarkan,

b. Belanja Barang sebesar Rp. 7.678.830.317,~ atau 45,10 persen dari yang
dianggarkan,

t. Belanja Modal sebesar Rp. 1.179.927.950,- atau 78,02 persen dari yang
dianggarkan,

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Juni 2012 dan 31 Juni 2011 berdasarkan
jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut:

( dalam Rupiah)

T.A. 2012 T.A. 2011
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
3.889.942.000 | 1.965.577.710 3.307.303.000 1.510.414.477
17.024.925.000 | 7.678.830.317 9.626.673.000 3.658.274.117
1.512.276.000 |  1.179.927.950 173.947.000 173.541.500
22.427.143.000 | 10.824.335.977 13.107.923.000 5.342.230.094

Realisasi Belanja Negara pada satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang per

31 Juni 2012 sebesar Rp. 10.824.335.977,- atau 48,26% penyerapan anggaran
tersebut belum mencapai/mendekati 100% pagu anggaran, hal ini disebabkan
karena kegiatan berjalan baru satu semester ., sehingga pelaksanaan kegiatan
Angaran DIPA tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh ( 100%).

Realisasi Belanja Negara per 31 Juni 2012 sebesar Rp. 10.824.335.977,-
sedangkan 31 Juni 2011 sebesar Rp 5.342..230.094,- Hal ini berarti Realisasi
Belanja TA 2012 meningkat sebesar Rp. 5.428.105.883,- dibanding TA 2011.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang  Tahun
Angdaran 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Keuangan yang
dikelola oleh entitas akuntansi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang
bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.
Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang disusun berdasarkan

penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Balai Besar Pelatihan
Pertanian Binuang.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Angaran 2012 ini

memperoleh anggaran yang berasal dari APBN DIPA sebesar Rp.
22.427.143.000,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :
TAHUN JENIS SUMBER DANA
ANGGARAN
APBN BLU JUMLAH
2011 13.278.139.000 13.278.139.000
2012 22.427.143.000 22.427.143.000




Kebijakan
Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada Tahun Anggaran 2012 ini tidak
memperoleh) dana yang berasal dari BA 999 (Belanja Lain-lain).

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi.
(SAl), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAIl dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Balaj Besar Pelatihan
Pertanian Binuang yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan
Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Balai Besar
Pelatihan Pertanian Binuang. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan
Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang
berada di bawah Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dan disusun melalui
SAl

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan
penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui
SIMAK-BMN

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam WNeraca diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan
dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.  Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang adalah :




Pendapat

an

Belanja

Aset

Aset
Lancar

N (1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui
pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN). Belanja disajikan di muka (face) faporan keuangan menurut kiasifikasi
ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja
disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi:

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristwa masa laiu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya
alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset
diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset
dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi
penyerahan/penggantian kas dari KUN.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.

a. AsetlLancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimifiki untuk dijuai daiam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan
persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
Bl pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak
yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganii Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan




Investasi

yang dimaksudkan untuk mendukung keglatan operas:onal pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi/rampasan.

. Investasi ™’

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu
setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu
non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan
penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang
yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/
daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

= Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar
negeri yang dlteruspmjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement
(SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi
(RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan
kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

= Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman
Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana
Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan PlnjamlT empat
Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan

**) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan




Aset
Tetap

Aset
Lainnya

untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan
dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional,
dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan
usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51
persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan
‘Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan
hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai
Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan
terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam
bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode
ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali
atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan
metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman
jangka panjang kepada pihak ketiga dan non eaming asset atau hanya
sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada
lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bl pada
tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata
uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan
kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan pubiik yang mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Balai Besar Pelatihan
Pertanian Binuang) per 31 Juni 2012 berdasarkan harga perolehan
dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penilai Aset BMN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002

didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah), dan

(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.)Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasifjaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi i jangka
panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adaiah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang




Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Bemhjha, dan Aset Lain-fain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan
oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelfalaian dalam pelaksanaan
tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang
alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu
seperti kas besi perwakilan Rl di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan
dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi
dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil
kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke
dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana
yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap
pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet satker yang dialihkan penagihannya kepada
Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam
kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

o Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristwa masa lalu yang

Kewajiban penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewaijiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika




Ekuitas
Dana

diharapkan untuk dibayar atau jatﬁh tem';;‘c:)wdala'm waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan -
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya
selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan
utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan
utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset
tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.




IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar
Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A1,

10.

11.

12.

13.

DASAR HUKUM

UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30
ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-
undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. ‘

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30
ayat (2) menetapkan bahwa laporan. keuangan setidak-tidaknya meliputi

'Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan
negara dan badan lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk
disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun
Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.




A2, KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
BINUANG

Rencan? RENCANA STRATEGIS
Strategis

a. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Kalimantan Selatan berkewajiban
memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan, pelatihan dan
pengembangan Sumberdaya Manuasia Pertanian Baik Aparatur maun Non
Aparatur .

Pendapat PENDAPATAN BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG

an
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA .2012 adalah sebesar (Rp...)
atau (...) persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini
terdiri dari:
a. Penerimaan Perpajakan sebesar (Rp..) atau (..) persen dari yang
dianggarkan,
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 80.540.010 atau 282.60
persen dari yang dianggarkan, dan
c. Penerimaan Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan.
Belanja BELANJA

Realisasi Belanja Negara Satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 31 Juni
2012 sebesar Rp.10.824.335.977,- atau 48,26 persen dari yang dianggarkan.
Rincian berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut:
a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 10.824.335.977,- atau 48,26 persen dari
yang dianggarkan,

b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang
dianggarkan, ‘

c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar (Rp..) atau (...) persen dari yang
dianggarkan,

d. Belanja Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan,

e. Belanja PNBP sebesar Rp. 26.253.400,- atau 48,26 persen dari yang
dianggarkan.




disajikan sebagai berikut:

TA 2012

ngkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Jum 2012 dan 31 Juni 2011 dapat

(dalam rupiah)
TA 2011

Anggaran Realisasi

Anggaran

Realisasi

Belanja

RM

Belanja

PLN

Belanja

RP

Belanja

PLN

Belanja

PLN

Belanja

PLN

Belanja

Hibah

JUMLAH

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Juni

22.427.143.000,- 10.824.335.977,-

13.107.923.000,-

5.342.230.094

2012 berdasarkan jenis Output

dapat disajikan sebagai berikut:

NO. OUTPUT PAGU REALISASI % KEU

001 Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 5.902.855.000,00 3.363.714.350,00 56,98

002 Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 2.994.575.000,00 2.433.974.707,00 81,28
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Yg Difasilitasi dan

003 dikembangkan 347.302.000,00 41.327.030,00 11,90
Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang difasilitasi dan

004 Dikembangkan 464.650.000,00 134.771.800,00 29,01
Norma, Standar Pedoman dan Kebijakan yang dihasilkan

006 dan dikembangkan 1.799.660.000,00 849.125.400,00 47,18

008 Kelembagaan Petani Yang difasilitasi dan Terklasifikasi 67.526.000,00 - 0,00

016 Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian 1.688.201.000,00 - 0,00
Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan

017 Kewirausahaan Pertanian 2.666.925.000,00 277.594.900,00 10,41

994 Layanan Perkantoran 4.973.691.000,00 2.540.245.996,00 51,07

996 Perangkat Pengolah data dan komunikasi 278.500.000,00 274.558.000,00 98,58

997 Peralatan dan fasilitasi perkantoran 644.693.000,00 449,012.100,00 69,65

Q38 Gedung / bangunan £98.565.000,00 463.745.850,00 77,48

TOTAL 22.427.143.000,00 | 10.828.070.133,00 48,28

Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai
berikut:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.965.577.710,- atau 50,26 persen dari yang




dianggarkan,

b. Belanja Barang sebesar Rp. 7.678.830.317,- atau 45,10 persen dari yang
dianggarkan,

c. Belanja Modal sebesar Rp. 1.179.927.950,- atau 78,02 persen dari yang
dianggarkan,

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Juni 2012 dan 31 Juni 2011 berdasarkan
jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut:

( dalam Rupiah)

T.A. 2012 T.A. 2011
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasl
3.880.942.000 | 1.965.577.710 3.307.303.000 1510.414.477
17.024.925.000 | 7.678.830.317 9.626.673.000 3.658.274.117
1512276000  1.179.927.950 173.947.000 173.541.500
22.427.143.000 | 10.824.335.977 13.107.923.000 5.342.230.094

Realisasi Belanja Negara pada satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang per

31 Juni 2012 sebesar Rp. 10.824.335.977,- atau 48,26% penyerapan anggaran
tersebut belum mencapai/mendekati 100% pagu anggaran, hal ini disebabkan
karena kegiatan berjalan baru satu semester ., sehingga pelaksanaan kegiatan
Angaran DIPA tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh ( 100%).

Realisasi Belanja Negara per 31 Juni 2012 sebesar Rp. 10.824.335.977,-
sedangkan 31 Juni 2011 sebesar Rp 5.342..230.094,- Hal ini berarti Realisasi
Belanja TA 2012 meningkat sebesar Rp. 5.428.105.883,- dibanding TA 2011.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang  Tahun

dikelola oleh entitas akuntansi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang
bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya.
Laporan Keuangan Balai Besar Pelatian Pertanian Binuang disusun beérdasarkan
penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Balai Besar Pelatihan
Pertanian Binuang. :

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Angaran 2012 ini
memperoleh anggaran yang berasal dari APBN DIPA sebesar Rp.
22.427.143.000,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

TAHUN JENIS SUMBER DANA
ANGGARAN
APBN BLU JUMLAH
2011 13.278.139.000 13.278.139.000
2012 22.427.143.000 '22.427.143.000




Kebijakan
Akuntansi

]

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada Tahun Anggaran 2012 ini tidak
memperoleh) dana yang berasal dari BA 999 (Belanja Lain-lain).

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi
(SAl), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAl dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan
Pertanian Binuang yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggafan
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan
Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Balai Besar
Pelatihan Pertanian Binuang. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan
Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca .
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang
berada di bawah Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dan disusun melalui
SAL

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan
penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui
SIMAK-BMN )

A.4. KEBIUAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbuinya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan
dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang adalah : ,




Pendapat

an

Belanja

Aset

Aset
Lancar

| (1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui
pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi
ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja
disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya
alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset
diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset
dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi
penyerahan/penggantian kas dari KUN.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.

a. AsetLancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan
persediaan. :

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
Bl pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak
yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan



yang dimaksudkan untuk mendukung kegiétan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi™’

Investasi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

dapat meningkatkan kemampuan pemenntah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu
setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu
non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan
penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang
yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/
daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

* Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar
negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement
(SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi |
(RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan 1‘
kepada BUMN/BUMD dan Pemda. 9

* Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman
Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana
Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat
Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(i) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara berkeianjutan. investasi permanen dimaksudkan

*") jika terdapat fransaksi investasi pada kementerian negaraflembaga yang bersangkutan




Aset
Tetap

Aset
Lainnya

d.

untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan
dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga intemasional,
dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan
usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51
persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan
Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan
hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai
Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan
terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam
bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode
ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali
atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan
metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman
jangka panjang kepada pihak ketiga dan non eaming asset atau hanya
sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi; seperti penyertaan pada
lembaga-lembaga keuangan intemasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bl pada
tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata
uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan
kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari

satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Balai Besar Pelatihan

Pertanian Binuang) per 31 Juni 2012 berdasarkan harga perolehan

dan/atau berdasarkan penilaian kembaii oleh Tim Penilai Aset BMN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002

didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah), dan

(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupian).

(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
- kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalanfirigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

Aset. Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang




Kewajiban

Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak BenNujUd, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dqri_ penjualan ‘a§e¥
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan
oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam . pelaksanaan
tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang
alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu
seperti kas besi perwakilan Rl di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan
dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasitkan

~ barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi
dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil
kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang:

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke
dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana
yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap
pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet satker yang dialihkan penagihannya kepada
Departemen Keuangan cq. Ditien Kekayaan Negara juga termasuk dalam
kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika




diharapkan untuk dibayar atau jatuh tembb dalam.waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang-

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama Kkali transaksi
berlangsung.

Aliran ekonomi sesudaﬁnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya

selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewaijiban tersebut.

Ekuitas

Dana (5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan
utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan

utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset
tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.




B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar RP.Q ataH
0 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri
dari:

a. Penerimaan Perpajakan sebesar (Rp.0) atau (.0%) persen dari yang
dianggarkan,

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.26.253.400,-
c. Penerimaan Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 berdasarkan jenis belanjanya adalah
sebagal barikut:
: a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.965.577.710,- atau 50,26 persen dari yang
dianggarkan,

b. Belanja Barang sebesar Rp.7.678.830.317,- atau 45,10 persen dari yang
dianggarkan,

c. Belanja Modal sebesar Rp.1.179.927.950,- atau 78,02 persen dari yang
dianggarkan,.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel: 1.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011
Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

%
No Uraian Anggaran Realisasi Real.
: Angg:
1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah | Rp -|Rp -
-Penerimaan Perpajakan Rp -|Rp -
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp -|Rp  26.483.842.331
-Penerimaan hibah Rp -|Rp - 0,00%
2 |Realisasi Belanja Negara Rp 22427.143.000 | Rp  10.824.335.977 48,26%
- Belanja Pegawai ’ Rp 3.889.942.000 | Rp 1.966.577.7110 50,63%
- Belanja Barang Rp 17.024.925.000 | Rp 7.678.830.317 46,10%
- Belanja Modal Rp 1.512.276.000 | Rp 1.179.927.950 78,02%

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut:

" a. Belanja_ Rupiah Murni sebesar Rp. 10.824.335.977,- atau 48,26 persen dari
yang dianggarkan,




b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang
dianggarkan,
c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar (Rp...) atau (..) persen dari yang
dianggarkan,
Belanja Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan,
Belanja PNBP sebesar Rp. 26.253.400,-dari yang dianggarkan, dan
f. Belanja BLU sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan.
Tabel : 2.
Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Ahggaran 2012
Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang
%
No Uraian Anggaran Realisasi Real.
Angg:
2 |Realisasi Belanja Negara )
- Belanja Rupiah Murni Rp 22427.143.000 {Rp  10.824.335877 48,26%
- Belanja Pinjaman Luar Negeri
- Belanja Rupiah Pendamping
- Belanja Hibah
- Belanja PNBP Rp -{Rp 26.253.400
- Belanja BLU
Tabel: 3
Realisasi Belanja Per Jenis Program Tahun Anggaran 2012
Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang
NO. OUTPUT PAGU REALISASI % KEU
001 Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 5.902.855.000,00 3.363.714.350,00 56,98
002 Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis Pertanian 2.994.575.000,00 2.433.974.707,00 81,28
Kelembagaan Pelatihan Pertanian Yg Difasilitasi dan
003 | dikembangkan 347.302.000,00 41.327.030,00 11,90
Ketenagaan Pelatihan Pertanian Yang difasilitasi dan
004 | Dikembangkan 464.650.000,00 134.771.800,00 29,01
Norma, Standar Pedoman dan Kebijakan yang dihasilkan
006 | dan dikembangkan 1.799.660.000,00 | 849.125.400,00 47,18
008 Kelembagaan Petani Yang difasilitasi dan Terklasifikasi 67.526.000,00 - 0,00
016 Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pertanian 1.688.201.000,00 - 0,00
Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan
017 | Kewirausahaan Pertanian 2.666.925.000,00 | 277.594.900,00 10,41
994 Layanan Perkantoran 4.973.691.000,00 2.540.245.996,00 51,07
996 Perangkat Pengolah data dan komunikasi 278.500.000,00 274.558.000,00 98,58
997 Peralatan dan fasilitasi perkantoran 644.693.000,00 449.012.100,00 69,65
998 | Gedung/ bangunan 598.565.000,00 463.745.850,00 77,48
TOTAL 22.427.143.000,00 | 10.828.070.133,00 48,26




B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

a. Penerimaan Perpajakan sebesar (Rp...) atau (..) persen dari yang
dianggarkan,

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 26.253.400,- yang
dianggarkan, dan

c. Penerimaan Hibah sebesar (Rp...) atau (...) persen dari yang dianggarkan.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada rincian pada tabel dibawah ini.

Uraian Estimasi Realisasi Real.

Angg.
Penerimaan Perpajakan Rp . -{Rp - 0,00%
-Pajak Dalam Negeri Rp -|rp - 0,00%
-Pajak Perdagangan Intemasional Rp -t Rp - 0,00%
Jumlah Penerimaan Perpajakan Rp -|Rp - 0,00%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp -|Rp - 0,00%
- Pendapatan Sumber Daya Alam Rp -{Rp - 0,00%
- Bagian Laba BUMN Rp -IRp - 0,00%
-PNBP Leinnya Rp 26.253.400 0,00%
Jumiah PNBP Rp -|Rp 26.253.400 0,00%




Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2012
dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan

10.000.000.000+

Juta
Rupiahh

100.000}

),

|
C

%
00

2011
2012

2012 02011

daNd uetedepuad L

yeqiH uejedepusyd

yeled uejedepuad

Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan (khusus Departemen Keuangan)

Satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tidak memiliki penerimaan
yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2012 sebesar Rp. 26.253.400,- atau
dari yang dianggarkan.

Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (i) Bagian
Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya.

No Uraian Estimasi Realisasi Real.
Angg.
41 |Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp -|Rp - 0,00%
- Pendapatan Sumber Daya Alam Rp -] Rp - 0,00%
- Bagian Laba BUMN Rp =} Rp : 0,00%
- PNBP Lainnya Rp -IRp . 26.253.400 0,00%
Jumlah PNBP Rp 26.253.400 0,00%




B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tidak memiliki penerimaan
yang bersumber dari Penerimaan Sumber Daya Alam.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (khusus Departemen Keuangan)

Satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tidak memiliki penerimaan
yang bersumber dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN.

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya per 30 Juni 2012 sebesar Rp.
26.253.400,- realisasi pendapatan tersebut (belum mencapai/sudah melebihi)
100% dari target penerimaan, hal ini disebabkan karena : (uraikan penyebab
rendah/tingginya realisasi penerimaan).

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya per 30 Juni 2012 sebesar Rp .
26.253.400,- sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 80.540.010,-

Realisasi PNBP lainnya dirinci seperti dalam tabel di bawah ini:

Uraian l 30 Juni 2012 30 Juni 2011 % Naik/Turun
Pend. Penjualan Hasi! Pertanian, kehitanan dan
Perkebunan Rp 1.740.000 Rp 6.062.000 -
Pend. Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan Rp - Rp - -
Pend. Penjualan dokumen-dokumen Pelelangan Rp - Rp - -
Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang  Rp ‘24035800 Rp 40.877.800 Rp -
Pend. Jasa Lembaga Keuangan {Jasa Giro) Rp - Rp - .
Pend. Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp - Rp -
Penerimaan Kembali BelanjalainnyaRMTYL  Rp 477600 Rp 54.983.560
Pendapatan lain-ain Rp - Rp 119.400

Rp - Rp - -
Jumlah Rp 26,253.400 Rp 102.042.760 Rp (75.789.360)
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Grafik: Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP TA 2012

(Satuan Kerja yang mempunyai penerimaan/pendapatan BLU dijelaskan seperti
format di atas)

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tidak memiliki penerimaan
yang bersumber dari Hibah.

B.2.2. Belanja Negara

No Uraian Anggaran Realisasi Real.
. " Angg.
1 |Belanja Pegawai Rp 3.839.942.000 | Rp 1.965577.710 §0,53%
2 |Belanja Barang - |Rp 17.024.925.000 | Rp 7.678.830.317 45,10%
3 |Belanja Modal Rp 1.512.276.000 | Rp 1.179.927.950 78,02%
4 |Bantuan Sosial Rp -|Rp - 0,00%
Jumiah Belanja Rp 22427143000 | Rp  10.824.335.977 48,26%

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan
seperti Grafik di bawah ini:




Grafik: Komposisi Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2012

Realisasi Belanja Negara TA 2012 pada satker Balai Besar Pelatihan Pertanian
Binuang per 30 Juni 2012 sebesar 10.824.335.977 atau 48,26 persen dari yang

dianggarkan, penyerapan anggaran tersebut belum mencapai/mendekati 100% pagu
anggaran, hal ini disebabkan karena :

a. Kegiatan yang dilaksanakan baru satu semester
b.
c. dst

Ringkasan Laporan Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 dapat
disajikan sebagai berikut:

Tabel: 4
Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2012 dan 2011
Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

No Uraian 2012 2011 % Naik/turun

Realisasi Belanja Negara

- Belenja Rupiah Mumi Rp 10824335977 |Rp 5342230004
- Belanja Pinjaman Luar Negeri

- Belanja Rupiah Pendamping

- Belanja Hibah

- Belanja PNBP Rp 26253400 | Rp 80.540.010

- Belanja BLU




Tabel: 5
Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2011
Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

No Uraiah TA 2012 TA 2011 9% Naikfiifin
Realisasi Belanja Negara Rp 10824335977 | Rp 5342228094 {Rp  5.482.107.683
- Belanja Pegawai Rp 19065577.710 | Rp  1510.414.477 | Rp 455.163.233
- Belanja Barang Rp 7678830317 |Rp 3658272117 | Rp 4.020.558.200
- Belanja Modal Rp 1.179.927.956 | Rp 173541500 | Rp 1.006.386.450

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 10.824.335.977.-

sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 5.324.228.094,- Hal ini berarti Realisasi

Belanja TA 2011 meningkat sebesar Rp. 5.482.107.883,- atau 102,62% dibanding

TA 2011. kenaikan ini disebabkan karena :

a. Kegiatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2012 lebih besar dari pada
Tahun Anggaran 2011.

b.

c. dst

B. 2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 sebesar Rp. 1.965.577.710,- atau 50,26
persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja tersebut belum mencapai/melebihi
100% pagu anggaran, hal ini disebabkan karena :

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian 30 Juni 2012 30 Juni 2011 % Naik/(Turun)
Belanja Gaji Pokok PNS Rp 1295644480 Rp 1.007.928520 Rp 287.715.960
Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 23625 Rp 40.349 Rp (16.724)
Belanja Tunjangan Isteri/Suami PNS Rp 98.178.590 Rp 74.509.742 Rp 23.668.848
Belanja Tunjangan Anak PNS Rp 26.950.288 Rp 20.731.549 Rp 6.218.739
Belanja Tunjanga Struktural PNS Rp 61.475.000 Rp 52.470.000 Rp 9.005.000
Belanja Tunjjangan Fungsional PNS Rp 59.075.000 Rp 68.175.000 Rp {9.100.000)
Belanja Tunjangan PPh PNS Rp 102.040.227 Rp 29.069.317 Rp  72.970.910
Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 69.151.500 Rp 84.110.000 Rp  (14.958.500)
Belanja Uang Makan PNS Rp 123.442.000 Rp 66.720.000 Rp 56.722.000
Belanja Tunj. Kompensi Kerja PNS Rp 54.800.000 Rp 54205000 Rp 595.000
Belanja Tunjangan Umum PNS Rp 62.440.000 Rp 52.365.000 Rp 10.075.000
Uang Duka PNS Rp 12.267.000 Rp - Rp 12.267.000
Belanja Transito Pegawai Rp - Rp " Rp R
Total Rp 1.965.677.710 Rp 1.510.414.477 Rp 455.163.233

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 1.965.577.710,-




,sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 1.510.414.477,- Hal ini berarti Realisasi
Belanja TA 2012 meningkat sebesar Rp. 455.163.233,- atau 100% dibanding TA
2011. kenaikan ini disebabkan karena disebabkan :

a. Pada Tahun Anggaran 2012 ada kenaikan Gaji sebesar 10%

b.

c. dst

B. 2.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp. 7.678.830.317,- atau (45,10)
persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja tersebut belum
mencapai/mendekati prognosis realisasi anggaran, hal ini disebabkan karena :

a.

b.

c. dst

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian 30 Juni 2012 30 Juni 2 011 % Naik/(Turun)

Belanja Barang Non Rp 2.865.831.480 Rp 1.588.421.650 Rp 1.277.409.830

Operasional

Belanja Jasa Rp 311.164.281 Rp 84.753.388 Rp 226.410.893
Belanja Pemeliharaan Rp  261.698.400 Rp 195.755.950 Rp 65.942.450
Belanja Perjalanan Rp 4.240.136.156 Rp 1.789.343.129 Rp 2.450.793.027
Jumlah Rp 7.678.830.317 Rp 1.985.099.079 Rp 2.616.735.477

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 7.678.830.317,-
,sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 1.985.099.079,- Hal ini berarti Realisasi
Belanja TA 2011 meningkat sebesar Rp. 2.516.735.477 -

B. 2.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2012 sebesar Rp. 1.179.927.950,- atau ( 78,02)
persen dari yang dianggarkan.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:




Uraian 30 Juni 2012 30 Juni 2011 % Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah Rp - Rp -
Enﬂ:i?a Modal Peralatan dan Rp 1179927950 Rp 173541500 Rp  1.006.386.4
Belanja Modal Gedung dan Rp - Rp )
Bangunan
Belgnja Modal Jalan, Irigasi dan Rp - Rp )
Jaringan :
Belanja Modal Fisik Lainnya Rp - Rp -
Jumiah "Rp__1.179.927.950 Rp __ 173.541.500 Rp  1.006.386.4

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 1.179.927.950,- ,seda_ngkan
per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 173.541.500,- Hal ini berarti Realisasi Belanja TA

2011 meningkat sebesar Rp. 1.006.386.450,-

Penjelasan masing-masing jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah
Rincian LRA Belanja Modal Tanah:

LRA Belanja Modal Tanah
menambah pada mutasi aset Tanah sebagai berikut :

a. Pembelian

b. Penyelesaian Pembangunan
¢. Pengembangan nilai

d. KDP

e.Ekstrakomptabel

f. Koreksi

Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2012 adalah sebagai berikut :

Akun Uraian

Jumlah
532111 |BM Peralatan dan Mesin Rp 3.652.613.017,00
532121 |BM Penambahan Peralatan dan Mesin Rp 713.113.200,00
537112 |BM Peralatan dan Mesin BLU Rp -
Jumlah Rp 4.365.726.217,00

Belanja Modal tersebut menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan

Mutasi sebagai berikut :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2012 adalah sebagai

berikut : ‘ »




Akun Uraian Jumlah
533111 |BM. Gedung dan Bangunan Rp =
533113 |BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola . Rp -
533115 |BM Perencanaan dan Pengawasan Rp -
533116 |BM Penambahan Perizinan Gedung dan Bangunan Rp -
533121 |BM Penambahan Gedung dan Bangunan Rp -
537121 |BM Gedung dan Bangunan BLU Rp -

Jumlah Rp -

Belanja modal tersebut menambah Aset Gedung dan Bangunan dengan mutasi
sebagai berikut : ‘

- Pembelian Rp -
- Pengembangan Nilai Aset Rp -
- Penyelesaian Pembangunan Rp -
- Pénambahan/Péroléhan KDP Rp : -
- Pengembangan Melalui KDP Rp -
- Aset Tetap Renovasi Rp -
- Ekstrakomptabel Rp -
Jumlah Rp -
SELISIH Rp -

Selisih adalah karena:
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Rincian LRA Belanja Modal Jalan dan Jembatan:
LRA Belanja Modal Jalan dan jembatan Rp
menambah pada mutasi aset Jalan dan Jembatan sebagai berikut :

a. Pembelian Rp
b. Penyelesaian Pembangunan Rp
c. Pengembangan nilai Aset Rp 59.770.000,-
d. KDP Rp
e: Pengembangan Melalui KDP Rp
f. Aset Tetap Renovasi Rp
g. Koreksi Rp

Jumlah Rp 659.770.000,-




Rincian LRA Belanja Modal Irigasi:

LRA Belanja Modal Irigasi Rp
menambah pada mutasi aset Irigasi sebagai berikut :
a. Pembelian Rp
b. Penyelesaian Pembangunan Rp
c. Pengembangan nilai Aset Rp
d. KDP Rp
e. Pengembangan Melalui KDP Rp
f. Aset Tetap Renovasi Rp
g. Koreksi Rp
Jumlah Rp
Rincian LRA Belanja Modal Jaringan:
LRA Belanja Modal Jaringan Rp
menambah pada mutasi aset Jaringan sebagai berikut :
a. Pembelian Rp
b. Penyelesaian Pembangunan Rp
¢. Pengembangan nilai Aset Rp
d. KDP Rp
e: Pengembangan Melalui KDP Rp
f. Aset Tetap Renovasi Rp
g. Koreksi Rp
Jumlah Rp
Rincian LRA Belanja Modal Fisik Lainnya:
LRA Belanja Modal Fisik Lainnya Rp

a. Pembelian
b. Penyelesaian Pembangunan
¢. Pengembangan nilai Aset
d. KDP
Jumlah

a. Pembelian
b. Penyelesaian Pembangunan
¢. Pengembangan nilai Aset
d. KDP
Jumlah

menambah pada mutasi aset tetap lainnya (buku) sebagai berikut :

Dan menambah pada mutasi aset tak berwujud sebagai berikut :




Catatan
Penting
Lainnya

B. 2.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Pada Satker Balai Besar Pelatihan Pertanian Bfnuang TA 2012 tidak ada anggaran
maupun realisasi Belanja Bantuan Sosial.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

s Ada beberapa hal yang dapat kami informasikan bahwa Balai Besar
Pelatihan Pertanian Binuang Pada Tahun Anggaran 2012 menerima
Anggaran dari Anggaran dari DIPA sebesar Rp. 22.427.143.000,-

e Mempunyai Rekening pada Bank BNI Cabang Banjarbaru dengan
Nomor Rekening -




© C.PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca per 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut :

Uraian 30 Juni 2012 30 Juni 2011 % Naik/ (Turun)
Asét Rp 25.068.272.371 Rp 10.580.707.263 ' Rp 14.487.565.°
Aset Lain-lain Rp 166.411.120 Rp 1566.411.120 Rp
Ekuitas Dana Rp 246.250 Rp 110.000 Rp 136.2

Rp 25.224929.741 Rp 10.737.228.383

Jumlah Aset per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 26.615.698.741,- terdiri dari Aset
Lancar sebesar Rp. 1.391.015.250,- dan Aset Lain-lain sebesar Rp. 156.411.120,-
Aset Lainnya sebesar Rp. 156.411.120,-

Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 1.391.015.250,- merupakan
kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 1.390.769.000,-

Jumlah ekuitas dana per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 25.294.683.491 - terdiri dari
ekuitas dana lancar sebesar Rp. 246.250,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp.
25.224.683.491,-.

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

Grafik. Komposisi Neraca
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Kas di
Bendahara
Pengeluaran

Rp...

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp...

C.2.1. Aset Lancar

© C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola,
dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari
sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke
Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran
‘mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam,
uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum
dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil
(UP)) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke
Kas Negara per 30 Jnuni 2012 .

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Oktober 2011 sebesar Rp.
38.301.831,- ‘

Dalam rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank BNI Cabang
Banjarbaru  terdapat saldo sebesar Rp. 3.964.090,- yang bukan
merupakan saldo dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran, yang
terdin dan:

No Uraian ‘ Jumlah
1 [KasUP Rp 23.903.911
2 [SPMLS Rp -
3 |Jasa Giro (setelah dikurangi pajak) Rp -
4 |Dropping TKPKN Rp -
5 |Titipan Rp -
6 |Lain-Lain Rp -
Jumlah Rp 23.903.911

Sementara Kas di Bendahara Pengeluaran (UP/TUP) berupa:

No Uraian Jumlah

1 [Kas di Tangan 13.959.580

2 |Kas di Bank 9.944.331

3 (Persekot Rp -

4 [Kuintansi*) 1.366.865.089

5 jLain-Lain Rp -
Jumlah Rp 1.390.769.000

*) kuintansi yang belum terbit SP2D

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo
rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah
tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbemya berasal dari
pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang

sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang
belum disetorkan ke kas negara.




Persediaan
Rp...

Asst Tetap
Rp...

" Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2012 (Rp.
0,-) sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar (Rp.0,-)

Dalam rekening Bendahara Penerimaan pada Bank tidak terdapat saldo.

No Uraian Jumlah
1 |Pendapatan Anggaran Lain-Lain Rp -
2 |Jasa Giro (setelah dikurangi pajak) Rp -
3 [Saldo Awal Pembukaan Rekening Rp -
5 |Lain-Lain Rp -
Jumlah Rp -

C.2.1.3 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2012 sebesar Rp.

2011 sebesar Rp. 110.000,-

Rincian Persediaan

Per 30 Juni 2012

246.250,- sedangkan per 30

No. Persediaan Jumlah
1 |Bahan Baku Rp -
2 |Barang Konsumsi Rp 246.250
3 |Bahan untuk Pemeliharaan Rp -
4 ' |Suku Cadang Rp -
5 |Persediaan Lainnya Rp -
Jumliah Rp 246.250

C.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 25.224.683.491 sedangkan per 30
Juni 2011 sebesar Rp. 10.754.248.763,- Hal ini berarti Nilai Aset Tetap TA 2012
meningkat sebesar Rp. 14.881.016.969,- dibanding TA 2011. Mutasi Nilai Aset

Tetap berdasarkan data dari SIMAK BMN.

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No. Uraian 30Juni 2012 30 Juni 2011 % Naik / (Turun)

1 Tanah Rp 11.820.508.000 | Rp 24.000.000 | Rp 11.7956.508.000
2 Peralatan dan Mesin Rp 4.365.726.217 | Rp 4.776.283.458 | Rp -
3 |Gedung dan Bangunan Rp 7556307.784 |Rp 4.965.372.715 | Rp 2.591.025.069
4 Jalan, irigasi, dan Jaringan Rp 922.664.520 | Rp 832.181.470 | Rp 90.483.050
5  |Aset Tetap Lainnya Rp 156.411.120 | Rp 1566.411.120 | Rp -
6 |KDP Rp 402.975.850 | Rp -{Rp 402.975.850
7 |Aset Lainain Rp - | Rp -| Rp -
8 |Cadangan Persediaan Rp 246.250 | Rp 221.250 | Rp 25.000

Jumlah Rp 26.224.929.741 | Rp  10.764.470.013 | Rp 14.881.018.969
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C.221 Tanah

Nitai Tanah per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 11.820.508.000,- sedangkan per 31
Desember 2010 sebesar Rp. 24.000.000,- Hal ini berarti Nilai Tanah TA 2012
ada penambahan nilai sebesar Rp. 11.796.508.000,- dibanding TA 2011.

Posisi Perbandingan Tanah:

30 Juni 2012 30 Juni 2011 Kenaikan / (penurunan)
Rp 11.820508000 | Rp 24000000 [ Rp  11.796.508.000
Saldo Akhir 2011 | Saldo Awal 2012 Mutasi Saldo Per 30 Juni 2012
Tambah Kurang
Rp 11.820.508.000 | Rp 11.820.508.000 Rp -{Rp  -{Rp 11.820.508.000

Ada Mutasi/perubahan nilai Tanah setelah dikoreksi nilai oleh penerbit Aset .




———_ﬁ

Saldo Awal Rp 11.820.508.000
Penambahan:
Saldo Awal (100} Rp -
Pembelian (101) Rp -
Transfer Masuk (102) Rp -
Peny. Pembangunan (105) Rp -
Pengembangan Nilai Aset (202) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (204) Rp -
Reklasifikasi Masuk (107) Rp -
Perolehan KDP Rp -
Reklas dari Aset ke Aset Lainnya (188) Rp -
Peralehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Rp -
Pengembangan KDP (208) Rp -
Hibah Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Peralehan Lainnya (112) Rp -
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) Rp -

Jumiah Rp -
Pengurangan
Transfer Keluar (302) Rp -
Reklasifikasi Keluar (304) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Penghapusan (301) Rp -
Penghentian Aset (401) Rp -
Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp -

Jumlah Rp -
Saldo Akhir Semester 1 TA 2012 Versi SIMAK-BMN | Rp  11.820.508.000
Saldo Akhir Semester 1 TA 2012 Versi SAKPA Rp  11.820.508.000
Selisih Rp -

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai
berikut:
Akun Uraian Jumlah
531111)BM Tanah Rp
Jumlah Belanja Rp




Penambahan tanah tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan
terdapatnya penambahan dan pengurangan tanah yang tidak dipengaruhi oleh
belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oieh belanja modal telah sama dengan pencatatan
tanah yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian Rp o]
b. Penyelesaian pembangunan ~ Rp 0
c. pengembangan Rp 0
Jumlah Rp 0

Selisih sebesar Rp .... (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :
1. Penambahan KDP Rp 0
2. Ekstrakomptabel Rp 0
3. Penambahan ke aset lain Rp 0]
Rp 0

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2012 besar Rp. 4.365.726.217 -
sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 4.776.283.458,-. Hal ini berarti Nilai

Peralatan dan Mesin TA 2012 Penurunan /penyusutan sebesar Rp 410.557.241 -
dibanding TA 2011.

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

30 Juni 2012 30 Juni 2011 Kenaikan / (penurunan)
Rp 4.365.726.217 { Rp 4.776.283458 | Rp {410.557.241)

Saldo Akhir 2011 |  Saldo Awal 2012 Mutast Saldo Akhir Per 30
Tambah Kurang Juni 2012
Rp  3.652613017 | Rp  3.652.613017 | Rp  713.113.200 | Rp -1 Rp 4365726217

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :




Saldo Awal Rp 3.652.613.017
Penambahan :
Saldo Awal (100) Rp -
Pembelian (101) Rp 713.113.200
Transfer Masuk (102) Rp -
Peny. Pembangunan (105) Rp -
Pengembangan Nilai Aset (202) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (204) Rp -
Reklasifikasi Masuk (107) Rp -
Perolehan KDP Rp -
Reklas dari Asét ke Aset Lainiya (188) Rp -
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Rp -
Pengembangan KDP (208) Rp -
Hibah Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Perolehan Lainnya (112) Rp -
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) . Rp -
' Jumlah Rp 713.113.200
Pengurangan
Transfer Keluar (302) Rp -
Reklasifikasi Keluar (304) , Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Penghapusan (301) Rp -
Penghentian Aset (401) Rp -
Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp -
Jumlah Rp -
Saldo Akhir Semester I TA 2012 Versi SIMAK-BMN | Rp 4.365.726.217
Saldo Akhir Semester I TA 2012 Versi SAKPA Rp 4.365.726.217
- {Selisih ~ Rp -

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2012
adalah sebagai berikut:

Akun Uraian Jumlah

532111{BM Peralatan dan Mesin Rp 3.652.613.017

532121{BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Rp 713.113.200
Jumlah Belanja Rp 4.365.726.217




Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini
disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang
tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan
peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian Rp 0
b. Penyelesaian pembangunan Rp 0
c. pengembangan Rp 0
Jumlah Rp 0

Selisih sebesar Rp .... (LRA-Jumlah a+b+c), adalah untuk :
1. Penambahan KDP Rp 0
2. Ekstrakomptabel Rp 0
3. Penambahan ke aset lain . Rp 0
Rp 0

C.2.23 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 7.556.397.784, -
sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar . Rp. 4.965.372.715,- Hal ini berarti Nilai
Gedung dan Bangunan TA 2012 ada penambahan dibanding TA 2011.

Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan:

30 Juni 202 30 Juni 2011 Kenaikan / (penurunan)
Rp 7.556397.784 | Rp 4965372715 |Rp  2591.025.069

Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir 2011 | Saldo Awal 2012 Mutasi Saldo Akhir Per 31
Tambah Kurang_ Oktober 2011
Rp 4965372715 Rp 4965372715 | Rp “TRe - |Rp 4965372715

ada Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan.




Saldo Awal Rp 4.965.372.715
Penambahan :
Saldo Awal (100) Rp -
Pembelian (101) Rp -
Transfer Masuk (102) Rp -
Peny. Pembangunan (105) Rp -
Pengembangan Nilai Aset (202) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (204) Rp -
Reklasifikasi Masuk (107) Rp -
Perolehan KDP Rp -
Reklas dari Asét ke Aset Lainnya (188) Rp -
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Rp -
Pengembangan KDP (208) Rp -
Hibah Rp -
‘|Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Perolehan Lainnya (112) Rp -
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) Rp -
Jumlah Rp -
Pengurangan
Transfer Keluar (302) Rp -
Reklasifikasi Keluar (304) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Penghapusan (301) Rp -
Penghentian Aset (401) Rp -
Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp -
Jumlah Rp -
Saldo Akhir Semester Il TA 2010 Versi SIMAK-BMN | Rp 4.965.372.715
Saldo Akhir Semester ITA 2011 Versi SAKPA Rp 4.965.372.715
Selisih Rp -

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2012
adalah sebagai berikut:

Akun Uraian Jumlah

533111|BM Gedung dan Bangunan Rp 4.965.372.715

533121{BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Rp -
Jumlah Belanja Rp 4.965372.715




Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini
disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan
yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan
Gedung dan Bangunan yaitu penambahan melalui transaksi :

a. pembelian Rp 0
b. Penyelesaian pembangunan : Rp 0
c. pengembangan Rp 0
Jumiah Rp 0

Selisih sebesar Rp .... (LRA-Jumliah a+b+c), adalah untuk :
1. Penambahan KDP Rp 0
2. Ekstrakomptabel Rp 0
3. Penambahan ke aset lain Rp 0
Rp 0

C.2.24 Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 992.664.520,-
sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp. 832.181.470,-. Hal ini berarti
Nilai Jalan dan Jembatan TA 2012 ada penambahan dibanding TA 2011.

Posisi Perbandingan Jalan Irigasi dan Jaringan:

30 Juni 2012 30 Juni 2011 Kenaikan / (penurunan)
Rp 992.664.520 | Rp 832.181470 | Rp 160.483.050

Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Mutasi Saldo Akhir Per 30

Tambah Kurang Juni 2012
Rp 832.181470 |Rp  832.181470 | Rp 160483050 |Rp -JRp  992.664.520

Saldo Akhir 2010 | Saldo Awal 2011

Tidak ada Mutasi/perubahan Jalan dan Irigasi dan Jaringan tersebut adalah
sebagai berikut :




Saldo Awal : Rp 832.181470
Penambahan : ,
Saldo Awal (100} Rp -
Pembelian (101) Rp -
Transfer Masuk (102) Rp -
Peny. Pembangunan (105) Rp -
Pengembangan Nilai Aset (202) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (204) Rp -
Reklasifikasi Masuk (107) Rp -
Perolehan KDP Rp -
Reklas dari Aset ke Asét Lainnya (188) Rp _ 160.483.050
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Rp -
Pengembangan KDP (208) Rp -
Hibah Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Perolehan Lainnya (112) Rp -
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) Rp -
Jumlah Rp 160.483.050
Pengurangan ;
Transfer Keluar (302) Rp -
Reklasifikasi Keluar (304) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Penghapusan (301) Rp ~ -
Penghentian Aset (401) Rp -
Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp -
Jumlah Rp -
Saldo Akhir Semester I TA 2012 Versi SIMAK-BMN | Rp 992.664.520
Saldo Akhir Semester I TA 2012 Versi SAKPA Rp 992.664.520
Selisih Rp . -

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sampai dengan 30 Juni 2012
adalah sebagai berikut:

Akun Uraian Jumlah

534111|BM Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 832.181470

534141{BM Penambahan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 160483.050
Jumlah Belanja ' Rp 992.664.520

Penambahan Jalan Irigasi dan Janngan tidak sama dengan belanja modal, hal ini
disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan Jalan Irigasi dan Jarningan
yang tidak dipengaruhi oleh belanja. Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja
modal telah sama dengan pencatatan Jalan dan Jembatan yaitu penambahan
melalui transaksi :




C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31' Juni 2012 (Neraca SAKPA) sebesar Rp.
156.411.120,-, sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar RO. 156.411.120,-. Hal ini
berarti Nilai Aset Tetap Lainnya TA 2012 tidak penambahan dibanding TA 2011.

Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya (SAKPA):

30 Juni 2012 30 Juni 2011 Kenaikan / (penurunan)
Rp 156411.120 | Rp 156.411.120 | Rp -

Mutasi Aset Tetap Lainnya (Simak-BMN)

Saldo Akhir 2011 | Saldo Awal 2012 Mutasi | Saldo Akhir Per 30
Tambah Kurang | Juni 2012
Rp_ 156411120 [Rp  156411.120]Rp -|Rp -] Rp  156411.120 |

Tidak ada Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya




Kewajiban
Rp...

Ekuitas
Dana Lancar
Rp...

Saldo Awal Rp 156.411.120

Penambahan :
Saldo Awal (100) Rp -
Pembelian (101) Rp -
Transfer Masuk (102) Rp -
Peny. Pembangunan (105) Rp -
Pengembangan Nilai Aset (202) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (204) Rp -
Reklasifikasi Masuk (107) Rp -
Perolehan KDP Rp -
Reéklas dari Aset ké Asét Lainnya (188) Rp -
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra (199) Rp -
Pengembangan KDP (208) Rp -
Hibah Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
Perolehan Lainnya (112) Rp -
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) Rp -
Jumlah Rp -
Pengurangan ,
Transfer Keluar (302) Rp -
Reklasifikasi Keluar {304) Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai (305) Rp -
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset (205) Rp -
" |Penghapusan (301) Rp -
Penghentian Aset (401) Rp -
Penggunaan Kembali BMN Yang dihentikan (402) Rp -
Jumlah Rp -
Saldo Akhir Semester I TA 2012 Versi SIMAK-BMN | Rp 156.411.120
Saldo Akhir Semester I TA 2012 Versi SAKPA Rp 156.411.120
Selisih Rp -

C.2.2.6. Kewajiban Jangka Pendek
- Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 1.390.769.000,-,-
Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2.6.7. Ekuitas Dana Lancar

C.2.6.8. Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 246.250,- Perkiraan
ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.




Ekuitas C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan

Dana
Diinvestasik
an Rp...
C.26.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 30 Juni 2012 sebesar Rp.
26.615.698.741,- sedangkan per 30 Juni 2011 sebesar Rp.
24.049.070.691,- .
Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.
Catatan C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
Penting
Lainnya

Pengungkap D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
an Penting

Lainnya
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

D.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dikelola satker Balai Besar Pelatihan Pertanian
Binuang adalah sebagai berikut :

NO | NAMA REKENING - | NOMOR BANK SALDO PER
REKENING 30 Juni 2012
1 | Bendahara BNI Cab.
Pengeluaran 0081309412 | Banjarbaru
2 | Bendahara
Penerimaan

Rekening koran pemerintah tersebut terlampir




